| SALINAN |

GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR GORONTALC NOMOR 52 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat

PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR GORONTALO,

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal & Peraturan

Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2019 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2020;

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan yang

menyebabkan pergeseran anggaran antar unit organisasi/SKPD,

antar kegiatan, antar jenis belanja, antar obyek belanja dan

antar rincian obyek belanja serta untuk melaksanakan program

dan kegiatan vang bersumber dar pergeseran anggaran

berdasarkan antara lain:

1) Surat Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor
160/DPRD/208/11f2020;

2] Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor
160/DPRD/214/11/2020;

3) Sesuai Persetujuan DPRD Provinsi Gorontalo Nomor
160/DPRD/350/111/2020;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Gorontalo tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Gorontalo Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun Anggaran 2020;

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Menetapkan

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 20135 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679},

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor);

5. Peraturan Meneteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menetri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negen
Nomor 60 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomoer
157);

6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2019 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN GUBERNUR  TENTANG  PERUBAHAN  ATAS

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
sebagai berikut:

a. Pendapatan:
1. Pendapatan Asli Daerah Rp. 464.345.680.749,51

2. Dana Perimbangan Rp. 1.594.890.004.000.00
3. Lain-lain Pendapatan
vang Sah Ep. 24.336.676.000,00

Jumlah Pendapatan  Rp.2.083.572.360.749,51



b. Belanja:
1. Belanja Tidak Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 626.477.427.215,24
b. Belanja Bunga Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi Rp. 0,00
d. Belanja Hibah Rp. 197.627.989,250,00
e. Belanja Bantuan Sosial Rp. 44 . 485.135.404,91
f. Belanja Bagi Hasil Rp. 203.458.170.864,36
g. Belanja Bantuan Keuangan Rp. 1.967.797.649,00
h. Belanja Tak Terduga Rp. 5.000.000.000,00

Rp. 1.079.016.520.383,51
2. Belanja Langsung

a. Belanja Pegawai Rp. 115.045.302.480,00
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 589.984.754.736,00
c. Belanja Modal Rp. 289.525.783.150,00

Rp. 994.555.840.366,00

Jumlah Belanja Rp.2.073.572.360.749.51

Surplus/(Defisit] Rp. 0,00
c. Pembiayaan:
1. Penerimaan Rp. 0,00
2. Pengeluaran Rp. 0,00
Jumlah Pembiayaan Neto Rp. 0,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran
tahun berkenaan Rp. 0,00
Pasal 2

Ringkasan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran | Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3
Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinei
lebih lanjut dalam Lampiran |l Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4
(1) Belanja Hibah dan Belanja Bantuan  Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Il
dan Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Peraturan Gubernur ini.



(2) Penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara
formal dan material terhadap dana hibah dan bantuan sosial
yvang diterima.

(3) Dalam hal terdapat temuan penyimpangan peruntukan dana
hibah dan bantuan sosial dari pihak vang berwenang maka
penerima hibah dan bantuan sosial bertanggungjawab secara
hukum dan wajib mengembalikan ke kas daerah.

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3 dan
Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan Peraturan
Gubernur ini.

Pasal &

Pelaksanaan Penjabaran APBD yvang ditetapkan dalam Peraturan
Gubermur ini diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD dan
gselanjutnya dituangkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD.

Pasal 7
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
dan berdaya laku surut mulai Tanggal 6 Januari 2020
Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo
pada t.ﬂ.nggaj 19 Maret 2020
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Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 19 Maret 2020
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BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 2
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